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A. Konsep Bay’ al-Wafa’

1.

Definisi bay’ al-wafa’

Secara /ughawi al-bay’ adalah jual beli, dan a/-wafa’ adalah tenggang
waktu, berarti bay’ al-wafa’ adalah jual beli dengan tenggang waktu. '
Secara etimologis, al-bay’ berarti jual beli, dan a/-wafa’ berarti
pelunasan/penutupan utang. Secara terminologis Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah, bay’ al-wafa’ jual beli dengan hak membeli kembali
adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual
tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang
disepakati telah tiba. > Bay’ al-wafa’ adalah seseorang yang menjual
barang tidak bergerak kepada orang lain karena membutuhkan uang tunai,
tetapi dengan syarat ketika sudah mempunyai uang maka bisa membeli
kembali barang yang sudah dijualnya itu. i

Bay’® al-wafa’ adalah jual beli dengan persyaratan saling
mengembalikan hak pihak lain, yaitu di saat penjual mengembalikan uang
si pembeli maka si pembeli juga akan mengembalikan barang si penjual.
Bay’ al-wafa’ disebut sebagai jual beli pelunasan, karena ada semacam

perjanjian dari pembeli untuk melunasi hak si penjual, yakni pembeli

" Yazid Afandi, Figh Muamalah (Y ogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 64.

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 179.

’ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah: Sayyid Sabig (Jakarta
Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 766.
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mengembalikan barangnya apabila si penjual mengembalikan uangnya. *
Menurut terminologi figh, sebagaimana diungkapkan oleh Musthafa
Ahmad Az-Zarqa’, bay’ al-wafa’ adalah jual beli yang dilangsungkan dua
pihak dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali
oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba.
Artinya, jual beli ini mempunyai tenggang waktu yang terbatas, misalnya
satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis, maka penjual
membeli barang itu kembali dari pembelinya. Misalnya, Adi sangat
memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar
kepada Doni seharga Rp 100 juta,- selama dua tahun. Mereka sepakat
menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis,
maka Adi akan membeli kembali sawah yang telah dijualnya kepada Doni
seharga penjualan semula, yaitu Rp 100 juta,-. Akad yang digunakan
dalam transaksi ini adalah akad jual beli, maka tanah sawah boleh
diekploitasi Doni selama dua tahun itu dan dapat Doni manfaatkan sesuai
dengan kehendaknya, sehingga tanah sawah itu menghasilkan keuntungan
baginya. Akan tetapi, tanah sawah itu tidak boleh dijual kepada orang
lain. Keuntungan yang didapatkan Doni adalah hasil tanah sawah yang
diekploitasi atau dimanfaatkan Doni selama dua tahun tersebut. Musthafa

Ahmad al-Zarqa’ mengatakan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam

* Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 2013),

128-129.

> Yazid Afandi, Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 64.
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bay’ al-wafa’ adalah barang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan,
rumabh, tanah, perumahan dan sawah. 6
2. Sejarah bay’ al-wafa’

Bay’ al-wafa’ adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul
di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5
Hijriah dan merambat ke Timur Tengah. ' Jual beli ini muncul dalam
rangka menghindari terjadinya riba dalam pinjam-meminjam. Banyak di
antara orang kaya ketika itu tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada
imbalan yang mereka terima. Sementara, banyak pula peminjam uang
yang tidak mampu melunasi hutangnya akibat imbalan yang harus mereka
bayarkan bersamaan dengan sejumlah uang yang mereka pinjam. Di sisi
lain imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam uang ini,
menurut ulama termasuk riba. Dalam menghindarkan diri dari riba,
masyarakat Bukhara dan Balkh ketika itu merekayasa sebuah bentuk jual
beli yang dikenal kemudian dengan bay’ al-wata’. ®

Manfaat bagi penjual yaitu penjual bisa mendapatkan uang yang
diinginkan tanpa harus dengan terpaksa menjual barang tidak bergerak

agar tidak keluar dari kepemilikannya. Manfaat bagi pembeli adalah

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

7 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 179.

8 Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 153.
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pembeli dapat mengembangkan hartanya agar terhindar dari lingkaran

perbuatan riba yang terang-terangan. °

. Proses transaksi bay’ al-watfa’

Jelas bahwa transaksi semacam itu mengandung ketercampuran
berbagai macam hukum jual beli dan berbagai hukum pegadaian. Dalam
jual beli itu terdapat hukum-hukum jual beli, misalnya si pembeli boleh
memanfaatkan barang dagangannya dengan penggunaan dan pemanfaatan
yang benar. Pembeli bisa menggunakannya untuk diri sendiri dan
memanfaatkannya untuk disewakan tanpa izin si penjual. '

Dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali
lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan rahn. Namun jika
dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk
diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan bay’,
sehingga jual beli ini merupakan jual beli khusus yang memang
diperselisihkan oleh Ulama’ dari aspek hukumnya.

Bay’ al-wafa’ sejak semula diakadkan sebagai jual beli, maka
pembeli dengan bebas memanfaatkan barang tersebut. Hanya saja muncul
kesepakatan dari kedua belah pihak bahwa pembeli tidak boleh menjual
barang terebut kepada selain pemilik semula, karena barang tersebut

merupakan sebuah jaminan atas hutang yang harus dikembalikan dalam

jangka waktu yang telah disepakati. Apabila pemilik harta tersebut telah

® Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam (Jakarta: Darul Haq, 2013),

129.

1 Ibid., 129-130.
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mempunyai uang, maka ia harus mengembalikan hutangnya dan pembeli
harus mengembalikan barang tersebut. '’

Menurut Musthafa Ahmad Az-Zarqa’, apabila terjadi keengganan
salah satu pihak untuk membayar hutangnya atau menyerahkan barang
setelah hutang dilunasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui
pengadilan. Jika yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya
ketika jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan pengadilan barang yang
dijadikan jaminan tersebut dapat dijual dan hutang dilunasi. Jika pihak
yang memegang barang enggan menyerahkan barang ketika hutang telah
dilunasi, pengadilan bisa memaksanya untuk menyerahkan barang
tersebut kepada pemiliknya. '*

4. Hukum bay’ al-wata’

Menurut Musthafa Ahmad az-Zarqa dan Abdurrahman Ashabuni,
dalam sejarahnya, bay’ al-wafa’ baru mendapat justifikasi para ulama
figh setelah berjalan beberapa lama. Maksudnya, bentuk jual beli ini telah
berlangsung beberapa lama dan bay’ al/-wafa’ telah menjadi wrf (adat
kebiasaan) masyarakat Bukhara dan Balkh, kemudian ulama figh yaitu
ulama Hanafi melegalisasi jual beli ini. Imam Najmuddin an-Nasafi (461-
573 H) seorang ulama terkemuka madzab Hanafi di Bukhara mengatakan:
“para syekh kami (Hanafi) membolehkan bay’ al-wafa’ sebagai jalan

keluar dari riba.

"'Yazid Afandi, Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 65.
12 11
Ibid., 66.
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Menurut Abu Zahrah, tokoh figh dari Mesir, mengatakan bahwa
dilihat dari segi sosio-historis, kemunculan bay’ al-wafa’ di tengah-
tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5
Hijriyah adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi
memberikan hutang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika
mereka tidak mendapat imbalan apapun. Hal ini membuat kesulitan bagi
masyarakat yang membutuhkan modal. Keadaan ini membawa mereka
untuk membuat akad tersendiri sehingga keperluan masyarakat terpenuhi
dan keinginan orang-orang kaya pun terayomi.

Jalan pikiran ulama Hanafiyah dalam memberikan justifikasi terhadap
bay’ al-wafa’ adalah didasarkan pada istihsan urfi. Akan tetapi para
ulama figh lainnya tidak boleh melegalisasi bentuk jual beli ini. Alasan
mereka adalah:

a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu,
karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak
milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.

b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu
harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia
telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.

c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW
maupun di zaman sahabat.

d. Jual beli ini merupakan Aillah yang tidak sejalan dengan maksud

syara’pensyariatan jual beli.
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Namun demikian, para ulama generasi belakangan dapat menerima
baik bentuk jual beli ini, dan menganggapnya sebagai akad yang sah.
Bahkan dijadikan hukum positif dalam majalah ahkam al-‘adliyah
(Kodifikasi Hukum Perdata Turki Utsmani) yang disusun pada tahun
1287 H, yaitu satu bab dengan judul bay’ al-wafa’, yang mencakup 9
pasal, yaitu pasal 118-119 dan pasal 396-403. Begitu juga dalam hukum
positif Indonesia bay’ al-wafa’ telah diatur, dalam Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Pasal 112 s/d 115. "

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi bahwa jual beli
semacam itu tidak dibenarkan, karena tujuan yang sebenarnya adalah riba,
yakni dengan cara memberikan untuk dibayar secara tertunda, sementara
fasilitas penggunaan barang yang digunakan dalam perjanjian dan
sejenisnya adalah keuntungannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
menyatakan, “Sejenis jual beli yang mereka perlihatkan yang disebut jual
beli amanah yang mana dalam jual beli itu mereka bersepakat bahwa
apabila telah dikembalikan pembayaran si penjual maka barang juga
dikembalikan merupakan jual beli bati/ menurut kesepakatan para imam,
baik dengan persyaratan yang disebutkan dalam waktu akad atau melalui
kesepakatan sebelum akad. Pendapat tersebut yang tepat daripada

14
ulama”.

"> Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 180-181.
" Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Islam..., 130.
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5. Rukun bay’ al-wata’

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam

bay’ al-wafa’ sama dengan rukun jual beli pada umumnya. Demikian juga

syarat-syarat bay’ al-wafa’ sama dengan syarat jual beli pada umumnya.

Penambahan syarat untuk bay’ al-wafa’ hanyalah dari segi penegasan

bahwa barang yang telah dijual itu harus dibeli kembali oleh penjual dan

tenggang waktu yang berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu

tahun, dua tahun, atau lebih. °

6. Perbedaan bay’ al-wafa’ dengan rahn

Perbedaan antara bay’ al-wata’ dan rahn sebagai berikut:

Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang
dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam
bay’ al-wafa’, barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama
tenggang waktu yang disepakati.

Dalam rahn, jika harta yang digadaikan (a/-marhun) rusak selama di
tangan pembeli, maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab
pemegang barang, sedangkan dalam bay’ al-wafa’ apabila kerusakan
itu bersifat total, baru menjadi tanggung jawab pembeli, tetapi
apabila kerusakannya tidak parah maka hal itu tidak merusak akad.
Dalam rahn segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang
menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam bay’ al-

wafa’ biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab

" Ibid., 182.
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pembeli, karena barang itu telah menjadi pemiliknya selama tenggang

waktu yang telah disepakati. '°

B. Pembiayaan Modal Kerja
Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan
untuk memperluas usaha yang dijalani.'’ Pembiayaan modal kerja yaitu
pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka
pengembangan usaha. Adapun aplikasi pembiayaan modal kerja adalah
pembiayaan mudarabah dan pembiayaan musharakah . '*
1. Mudarabah (kerja sama mitra usaha)
a. Definisi mudarabah
Secara bahasa, mudarabah berasal dari akar kata daraba-
yadribu-darban, yang bermakna memukul. Dengan penambahan al/if’
pada do’, maka kata ini memiliki konotasi “‘saling memukul”, yang
berarti mengandung subjek lebih dari satu orang. Para fuqaha’
memandang mudarabah dari akar kata ini dengan merujuk kepada
pemakaiannya dalam Al-Qur’an yang selalu disambung dengan kata
“fi’, kemudian dihubungkan dengan “al-ard’ yang memiliki

pengertian berjalan di muka bumi.

' Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 182-183.

' Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani,
2001), 160.

' Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, /s/amic Banking (Jakarta: PT BumiAksara, 2010), 686-687.
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Mudarabah merupakan bahasa yang biasa dipakai oleh
penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz lebih suka menggunakan
kata “girad’ untuk merujuk pola perniagaan yang sama. Mereka
menamakan girad yang berarti memotong, karena si pemilik modal
memotong dari sebagian hartanya untuk diniagakan dan
memberikan sebagian dari labanya.

Mudarabah kadang-kadang juga dinamakan dengan muqaradah
yang berarti sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan laba
karena si pemilik modal memberikan modalnya sementara
pengusaha meniagakannya dan keduanya sama-sama berbagi
keuntungan. Dalam istilah figih mu’amalah, mudarabah adalah
suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan
modalnya kepada pengusaha/ pengelola, untuk diniagakan dengan
keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari
kedua belah pihak, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh si
pemilik modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka mudarabah dapat disimpulkan
sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang
disebut “sahibul mal’ atau “rabbul mal’ (penyedia dana) yang
menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra
pasif, sedangkan mitra yang lain disebut “mudarib’ yang
menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan

ventura, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan



36

mendapatkan laba. Mudarib merupakan orang yang diberi amanah
dan juga sebagai agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah,
mudarib dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung jawab
terhadap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Sebagai agen
usaha, mudarib diharapkan menggunakan dan mengelola modal
sedemikian rupa untuk menghasilkan laba yang optimal bagi usaha
yang dijalankan tanpa melanggar nilai-nilai syariah Islam.

Nilai keadilan dalam akad mudarabah terletak pada keuntungan
dan pembagian risiko dari masing-masing pihak yang sedang
melakukan kerja sama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua
belah pihak akan mendapatkan keuntungan secara proporsional, jika
kerja sama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-
masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usahanya
tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah
kehilangan uvang yang diinvestasikan. Selain itu, mudarib juga
menerima risiko berupa kehilangan waktu, tenaga dan fikiran dalam
melakukan pengelolaan modal.

b. Dasar hukum mudarabah
Ayat Al-Qur’an yang biasa dipakai sebagai landasan mudarabah

di antaranya: QS. Al-Muzammil (73): 20.
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" Yazid Afandi, Figh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 102.
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Artinya: “... Dia Mengetahui bahwa akan ada di antara kamu
orang-orang yang sakit dan orang yang akan berjalan di

muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-

orang yang lain lagi berperang di jalan Allah...”. °

Ayat di atas sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis
pelaksanaan akad mudarabah. Secara umum berbicara ke-Maha
Tahuan Allah SWT terhadap orang-orang yang menjalankan
kebajikan dan mencari rizki Allah SWT di muka bumi. Di samping
itu, ayat tersebut juga berbicara tentang petunjuk bagi umat Islam
untuk menjalankan syariat Allah SWT di antaranya menegakkan
dan memperbanyak shalat, menunaikan zakat, memberikan
pinjaman kepada orang yang membutuhkan secara baik.

Ayat Al-Qur’an yang juga sering disebut sebagai landasan akad
mudarabah adalah QS. Al-Baqarah (2): 198.

8 W e 2 2l 55 18 g Sl he5 O 2k oKLl o
el fof W35 20 12K 35 28108 S 49835 1 d) a3l e

Artinya:“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki
hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu
telah bertolak dari arafat, berdzikirlah kepada Allah
SWT di Masy’aril haram dan berdzikirlah (dengan
menyebut) Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkan-
Nya kepadamu; dan kamu itu benar-benar termasuk
orang-orang yang sesat”. >'

Ayat inipun secara teknis juga tidak berbicara tentang akad
mudarabah. Akan tetapi membicarakan kebolehan mencari rizki di

musim haji sepanjang sesuai dengan yang dihalalkan Allah SWT.

* Departemen Agama RI, a/ - Qur’an dan Terjemahnya , 990.
! Departemen Agama RI, a/ - Qur’an dan Terjemahnya , 48.
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Dilanjutkan dengan pesan agar pencarian rizki tersebut tidak sampai

melupakan Allah SWT ketika haji. Maka, sebagaimana satu ayat

sebelumnya, penyandaran dalil terhadap ayat ini menjadi sebuah

keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat.

Rukun mudarabah

1)

2)

3)

4)

5)

Menurut Jumhur Ulama’ rukun akad mudarabah antara lain:
‘Aqgidain (dua orang yang berakad), yaitu pengelola modal dan
sahibul mal(orang yang mempunyai modal)

Al-mal (modal), yaitu sejumlah dana yang dikelola

Ar-ribh (keuntungan), yaitu laba yang didapatkan untuk dibagi
bersama sesuai kesepakatan.

Al-a’mal (vsaha) dari mudarib

Sighat (ucapan serah terima).

d. Jenis-jenis akad mudarabah

lain:

1)

Akad mudarabah dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara

Mudarabah mutlagah : penyerahan modal secara mutlak tanpa
syarat. Pekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun
yang mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang ia
inginkan. Mudarabah jenis ini lebih memberikan keleluasaan
kepada mudarib untuk mengelola modalnya tidak dibatasi oleh

spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan

22 Ibid.
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dan mitra kerja. Namun begitu, mudarib tetap harus secara jujur
dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada
sahibul mal.

2) Mudarabah muqayyadah : penyerahan modal dengan syarat-
syarat tertentu. Dalam pengelolaannya mudarib (pengelola)
dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha
tertentu, sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama-
sama sahibul mal (pemilik modal). **

e. Berakhirnya akad mudarabah
Akad mudarabah berakhir apabila: **

1) Masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal, atau
pekerja dilarang bertindak hukum, atau pemilik modalnya
menarik modalnya.

2) Salah seorang yang berakad gila.

3) Modal habis di tangan pemilik, sebelum dikelola oleh pekerja.

4) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

f.  Aspek teknis mudarabah
1) Tujuan
Bank bertindak sebagai sahibul malyang menyediakan dana
secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudaribyang

mengelola dana dalam kegiatan usaha.

Z 1bid., 109-110.
*1bid., 110-111.
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2) Modal

a)
b)

d)

Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan atau barang.
Dalam hal pembiayaan dalam bentuk tunai harus
dinyatakan jumlahnya.

Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang,
maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan
harga perolehan atau harga pasar wajar.

Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas
dan disepakati bersama.

Modal dapat diserahkan secara penuh atau bertahap.
Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas

tahapannya dan disepakati bersama.

3) Pengakuan pendapatan

a)

b)

c)

Pembagian keuntungan dilakukan dengan metode bagi
untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi
pendapatan (revenue sharing).

Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan
dalam bentuk nisbah yang disepakati.

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah
sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar

kesepakatan para pihak.
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f)

9)

h)

)
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Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan berjenjang (tiering)
yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada
awal akad.

Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha mudarib
sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha mudarib.
Pengelola dana membayarkan bagian keuntungan yang
menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode
yang disepakati.

Dalam hal terjadi kerugian dalam usaha, bank sebagai
pemilik dana akan menanggung semua kerugian sepanjang
kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau
kesalahan pengelola dana.

Bila terjadi kegagalan usaha (rugi) yang diakibatkan oleh
kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut harus
ditanggung oleh pengelola dana. Kelalaian atau kesalahan
pengelola dana.

Pengakuan  keuntungan atau kerugian mudarabah
berdasarkan laporan hasil usaha dari pengelola dana yang
diterima oleh bank secara berkala sesuai dengan nisbah
yang disepakati.

Bank tidak diperkenankan mengakui pendapatan

berdasarkan proyeksi yang dibuat.
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4) Pengawasan

a)

b)

Bank berhak melakukan pengawasan terhadap usaha
nasabah.

Bank tidak berhak membatasi tindakan pengelola dana
dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian
(usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari

aturan syariah.

5) Pengembalian modal

a)

b)

Untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan
satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada
akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran
berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) dari usaha
nasabah.

Untuk pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari satu
tahun, pengembalian dilakukan secara  angsuran
berdasarkan aliran kas masuk (cash in flow) dari usaha

nasabah.

6) Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau

kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari

nasabah.

7) Dokumentasi

a)

Surat perseutujuan prinsip (offering letter)
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b) Akad mudarabah

c) Perjanjian pengikatan jaminan

d) Surat permohonan realisasi penyaluran dana
e) Tanda terima uang atau barang oleh nasabah
f) Proyeksi pendapatan usaha nasabah

8) Lain-lain
a) Biaya asuransi proyek/ usaha menjadi beban nasabah.

b) Bank dapat menunjuk pihak ketiga untuk mengawasi dan
memonitor kegiatan usaha. *
g. Prasyarat tambahan dalam akad mudarabah

1) Akad mudarabah harus didasari oleh kejujuran; pihak-pihak
yang berakad dituntut untuk selalu berpegang teguh pada
informasi yang jujur dan apa adanya. Ketidakjujuran
menyebabkan tercederainya akad yang telah disepakati.

2) Transparan; prasyarat ini terkait dengan laporan yang harus
disediakan oleh mudarib. Mudarib harus menyediakan laporan
secara fair, tidak ada yang ditutup-tutupi. Sahibul mal
mempunyai hak untuk mengetahui perkembangan usaha secara
transparan dari mudarib.

3) Jauh dari kecurangan; Artinya mudarib harus secara sungguh-

sungguh menjalankan amanah. °

» Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah: Panduan Teknis Pembuatan
Akad /Perjanjian pada Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009),109-112.
26 Yazid Afandi, Figh Muamalah (Y ogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 115.
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2. Musharakah (Kerja Sama Modal Usaha)

Definisi musharakah

Musharakah secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti
mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal
lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata shirkah
dalam bahasa arab berasal dari kata sharika (fi’il madi), yashruku
(fi’il mudari’) sharikan/ shirkatan/ sharikatan (masdar/ kata dasar).
Artinya, menjadi sekutu atau syarikat (kamus A/-Munawar).
Menurut arti asli bahasa Arab, shirkah berarti mencampurkan dua
bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian
dengan bagian lainnya (An-Nabani).

Musharakah dapat juga merupakan suatu bentuk kerja sama
usaha di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan
dan manajemen usaha, dengan proporsi sama atau tidak sama.
Keuntungan dibagi menurut perbandingan yang sama atau tidak
sama, sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan
dibagikan menurut proporsi modal. Menurut istilah fiqih, shirkah
adalah sesuatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi
modal dan bersekutu dalam keuntungan. " Secara terminologis,
menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, shirkah (musharakah )

adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan,

7 Veithzal Rivai, dkk., Islamic Financial Management : jilid I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010),

179-180.
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keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan
pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. 2*
b. Dasar hukum musharakah
Ulama’ ahli figih mendasarkan akad musharakah pada QS. Shad

(38): 24

Sl o 15T ) e o aaeis i s s Oy
STy STy 555 45 ZAREL 808 (T 30905 23 14 U L5

Artinya: “... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim

kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang

beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka

itu. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya;

maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu

menyungkur sujud dan bertaubat™, *

Ayat ini menceritakan bahwa pada masa Nabi Daud, ada sebagian
orang-orang yang melakukan kerja sama (berserikat) namun
sebagian dari mereka menzalimi terhadap yang lain. Hanya orang
beriman dan orang yang beramal sholehlah yang tidak akan pernah
melakukan perbuatan zalim saat bekerja sama. Ayat tersebut
mengandung pesan universal tentang larangan saling menzalimi
orang yang melakukan kerja sama. Tepat jika dikatakan bahwa pada
ayat inipun, Al-Qur’an tidak berbicara pada wilayah teknis dari

akad musharakah .

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 220.
¥ Departemen Agama Rl, a/ - Qur’an dan Terjemahnya , 735.
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c. Rukun musharakah
Menurut mayoritas ulama’, rukun shirkah ada tiga, meliputi: *°
a) ‘Agidain (kedua belah pihak yang berserikat)
b) Ma’qud ‘alaih (barang yang menjadi obyek berserikat/ modal)
C) Shighat atauijab kabul (ucapan serah terima).
d. Macam-macam shirkah
1) Shirkah al-amlak adalah dua orang atau lebih memiliki harta
bersama tanpa melalui akad shirkah. Shirkah dalam kategori ini
terbagi menjadi:

a) Shirkah ihtiyari (perserikatan dilandasi pilihan orang yang
berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan
dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu
kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu
barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiyat, dan
lain-lain.

b) Shirkah jabr yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik
dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta
warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta
tirkah dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis
menjadi milik bersama para ahli warisnya.

2) Shirkah al-‘uqud adalah shirkah yang akadnya disepakati dua

orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan

30 Ibid.
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modal dan keuntungan. Fuqaha’ membagi shirkah al-‘uqud ke

dalam beberapa jenis:

a)

b)

d)

Shirkah al-‘inan yaitu kerja sama yang dilakukan antara dua
orang atau lebih, di mana masing-masing pihak ikut
memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi
keuntungan dan kerugian. Dalam Shirkah al- ‘inan, dana yang
diberikan, kerja yang dilakukan dan hasil yang diterima oleh
masing-masing pihak tidak sama.

Shirkah al-mufawadah yaitu perserikatan yang modal semua
pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik
kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi
rata.

Shirkah al-‘abdan (shirkah al-a’mal) yaitu perserikatan
dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan
secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.

Shirkah al-wujuh yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di
kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian
menjual dan membagi labanya secara bersama-sama menurut
kesepakatan. Praktik dari shirkah jenis ini pada zaman

sekarang mirip dengan praktik makelar di mana seseorang
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dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari
penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. *'
e. Berakhirnya akad musharakah
1) Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut ahli figih
akad perserikatan tidak bersifat mengikat, boleh dibatalkan.
Untuk itu, pemutusan sepihak oleh salah satu pihak menjadikan
akad berakhir.
2) Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.
3) Salah satu pihak kehilangan kecakapan bertindak hukum,
seperti gila yang sulit disembuhkan.
4) Salah satu pihak murtad dan memerangi Islam. 3
f.  Aplikasi musharakah dalam praktik lembaga keuangan
1) Tujuan
Akad musharakah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi
pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan nasabah guna
menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Nasabah
bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra dapat
sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan.
2) Modal/ harta
a) Penyaluran dana musharakah dapat diberikan dalam bentuk

tunai dan atau barang.

1 Ibid., 125-129.
32 Ibid., 130.
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b) Dalam hal pembiayaan dalam bentuk barang, maka barang

yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan

kesepakatan.

3) Bagi hasil — keuntungan dan kerugian

4)

a)

b)

d)

Pembagian keuntungan dari pemakaian dana dinyatakan
dalam bentuk nisbah.

Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah
sepanjang jangka waktu investasi kecuali atas dasar
kesepakatan para pihak.

Nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (ziering)
yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan.
Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan cara bagi
untung atau rugi (profit and loss sharing) atau bagi
pendapatan (revenue sharing).

Pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai

dengan laporan keuangan nasabah.

Kerugian

a)

b)

Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional
sesuai modal masing-masing.

Dalam hal terjadi kerugian karena kecurangan, kelalaian atau
menyalahi perjanjian maka kerugian tersebut ditanggung oleh

pihak yang melakukan hal tersebut.



5)

6)

7)

8)

9)
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Jaminan

Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau
kecurangan, bank dapat meminta jaminan atau agunan dari
nasabah.
Pengawasan

Bank dapat melakukan pengawasan usaha nasabah sesuai
dengan kesepakatan.
Pengembalian modal

Pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode
akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas
masuk (cash in flow) dari usaha nasabah.
Dokumentasi
a) Surat perseutujuan prinsip (offering letter)
b) Akad musharakah
c) Perjanjian pengikatan jaminan
d) Surat permohonan realisasi penyaluran dana
e) Tanda terima uang oleh nasabah
f) Proyeksi pendapatan usaha nasabah
Lain-lain

Biaya asuransi, pengikatan notaris dan administrasi

ditanggung oleh nasabah.



